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ABSTRAK 

AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKAD JUAL BELI CATERING 

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  

(Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur) 

Oleh: 

Grisni Fadillah Agnesia 

 

Manusia saling melakukan ikatan antara satu sama lain agar 

kebutuhannya tercapai. Salah satunya dengan melakukan transaksi jual beli. Suatu 

transaksi jual beli di dalamnya terdapat akad yang mengikat antara kedua belah 

pihak. Namun tidak semua akad jual beli berjalan sesuai dengan apa yang sudah 

disepakati. Pembatalan terhadap akad yang telah disepakati bersama antara 

pemesan dan penjual kerap terjadi. Pembatalan yang terjadi ini akan 

mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas pembatalan 

akad jual beli perspektif hukum ekonomi syariah. Manfaat dari penelitian ini 

adalah 1) Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan khazanah keilmuan tentang akibat hukum atas pembatalan akad jual beli 

dalam perspektif hukum ekonomi syariah. 2) Secara praktis penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi informasi masukan bagi umat Islam secara umum, dan 

dapat dijadikan pertimbangan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan 

pembatalan akad jual beli. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara dan 

dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis 

menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari 

fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan 

kongkrit ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

Berdasarkan hasil akhir penelitian penjual meminta ganti rugi kepada 

pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak dengan cara tidak 

mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan pembeli merupakan hal yang 

diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah. Pada perjanjian jual beli, jika 

terjadi pembatalan memang ada akibat hukum yang harus ditanggung oleh para 

pihak yang bersangkutan. Seperti membayar ganti rugi, denda, dan lain 

sebagainya. Hal ini telah sesuai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah yang menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji 

dapat dijatuhi sanksi: a. Membayar ganti rugi; b. Pembatalan akad; c.Peralihan 

risiko; d. Denda; dan/atau e. Membayar biaya perkara. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOTTO 

 

سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتكُِمْ وَأنَْتُ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لََ تَ  َ وَالرَّ ََ خُونوُا اللََّّ و ُُ ََ ْْ مْ تَ  

 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal : 

27)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahan, 180. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hubungan timbal balik 

dari manusia lainnya. Kebutuhan yang beraneka ragam untuk memenuhi 

hidupnya semakin meningkat sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu 

yang diinginkan terbatas. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial. 

Manusia saling melakukan ikatan antara satu sama lain agar 

kebutuhannya tetap tercapai. Salah satunya adalah dengan melakukan 

transaksi jual beli, karena dengan jual beli ini manusia bisa membeli 

kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dilakukan atau tidak dimilikinya. 

Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari 

dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Jual beli 

secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). 

Sedangkan secara terminologi atau istilah jual beli adalah tukar menukar harta 

dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara 

suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang 

tersebut.2 

Suatu transaksi jual beli di dalamnya terdapat akad atau perjanjian 

yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli. Perjanjian adalah salah satu 

                                                 
2 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), V/1-2. 



 

 

sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan 

kewajiban kepada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.3 Para ahli 

hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai pertalian 

antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat 

hukum terhadap objeknya.4 

Namun tidak semua perjanjian atau akad dalam transaksi jual beli itu 

berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ada beberapa kejadian 

dimana pembeli membatalkan pesanan setelah kesepakatan terjadi. Pada 

prinsipnya setelah terjadinya kesepakatan maka muncullah hak dan kewajiban 

terhadap para pihak yang melakukan akad ini. Maka jika terjadi pembatalan 

dapat pula disertai dengan tuntutan penggantian biaya rugi dan bunga jika ada 

alasan untuk itu sebagai akibat hukum atas pembatalan tersebut.5 

Pada era yang semakin modern ini banyak jenis transaksi jual beli 

yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah jual beli pesanan catering. 

Pesanan catering ini merupakan usaha yang sangat membantu dalam 

menyediakan makanan ketika kita sedang melakukan suatu acara. Dalam 

transaksi jual beli pesanan catering ini akad jual belinya adalah jual beli 

pesanan (istishna’). Istishna’ adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk 

                                                 
3 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Jakarta: 

Rajawali Press, 2010), 91. 
4  Gemala Dewi dan Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 52. 
5 R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2011.), 46-48 .  



 

 

pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 

pihak pemesan dengan pihak penjual.6 

Pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati bersama antara 

pemesan dan penjualnya kerap terjadi pada saat dipesanan sudah disiapkan, 

adakalanya juga pembatalan terjadi pada saat sebelum pesanan itu dibuatkan 

yaitu beberapa waktu setelah pesanan tersebut disepakati bersama antara 

penjual dan pembeli, demikian juga ada kasus pembatalan yang terjadi pada 

saat barang tersebut sudah dibuatkan. Hal ini terjadi karena berbagai macam 

faktor, baik faktor tersebut dari pihak pemesan ataupun dari pihak penjual itu 

sendiri. 

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan di rumah makan yang 

ada di Kecamatan Metro Timur yang tersebar di beberapa kelurahan yaitu 

Kelurahan Iringmulyo, Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Yosorejo, Kelurahan 

Tejo Agung, dan Tejo Sari didapatkan informasi bahwa pembeli yang 

membatalkan jual beli pesanan catering cenderung tidak dapat menerima 

keputusan penjual yang meminta ganti rugi terlebih jika sudah terlanjur 

dibuatkan pesanannya. Akibatnya penjual menjadi rugi baik dari segi modal 

maupun tenaga. Jika pembelian dalam jumlah yang sedikit, penjual terkadang 

tidak mendapat ganti rugi apapun hanya permintaan maaf saja. Tetapi jika 

jumlah pembelian yang banyak biasanya dilakukan musyawarah tentang ganti 

rugi yang harus di bayar pembeli. 

                                                 
6 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), 16. 



 

 

Peneliti mewawancarai tiga orang pemilik rumah makan di kecamatan 

Metro timur. Menurut Ibu Euis selaku pemilik rumah makan Warung Nasi 

Teteh, jika pemesanan dibatalkan sebelum hari penyerahan maka hanya uang 

muka saja yang tidak akan dikembalikan tetapi jika sesudah jadi pesanannya 

maka dia akan meminta pembeli untuk tetap membayar pesanannya tanpa 

terkecuali sebagai bentuk ganti rugi.7 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Mita selaku pemilik rumah 

makan Pondok Rasa Suroboyo. Menurutnya pembeli harus mengganti rugi 

jika pesanan dibatalkan dan terlanjur dibuatkan. 8 

Menurut Ibu Mainah selaku pemilik rumah makan Sepakat, jika 

pesanan dibatalkan di waktu yang masih jauh dengan penyerahan pesanan 

maka tidak akan meminta ganti rugi. Tetapi, jika waktu pembatal mendekati 

dengan penyerahan pesanan biasanya uang muka tidak akan dikembalikan 

sebagai bentuk ganti rugi.9 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa masalah yang terjadi 

pada jual beli pesanan catering di rumah makan yang ada di Kecamatan Metro 

Timur adalah tentang akibat hukum yang terjadi atas pembatalan akad jual beli 

baik bagi penjual maupun pembeli tergantung dari pihak mana yang 

membatalkannya karena masing-masing memiliki konsekuensinya. Jika jual 

beli dibatalkan akan ada pihak yang dirugikan, terutama jika yang 

membatalkan itu pihak pembeli maka selain bahan-bahan makanan yang 

                                                 
7 Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 13 Juli 2019. 
8 Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 13 Juli 

2019. 
9 Wawancara dengan Ibu Mainah, pemilik rumah makan Sepakat, 14 Juli 2019. 



 

 

sudah dibelanjakan untuk membuat pesanan, penjual juga sudah mengeluarkan 

tenaga untuk membuat pesanan.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diperlukan penelitian 

dengan judul “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Catering 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan di 

Kecamatan Metro Timur)”. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah dalam penelitian yaitu: Bagaimana akibat hukum bagi 

pembeli atas pembatalan akad jual beli catering pada rumah makan di 

Kecamatan Metro Timur perspektif hukum ekonomi syariah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum 

bagi pembeli atas pembatalan akad jual beli catering pada rumah makan di 

Kecamatan Metro Timur perspektif hukum ekonomi syariah. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a. Teoretis  

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan khazanah keilmuan tentang akibat hukum atas 

pembatalan akad jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah. 

b. Praktis  



 

 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi 

masukan bagi umat Islam secara umum, dan dapat dijadikan 

pertimbangan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan 

pembatalan akad jual beli. 

D. Penelitian Relevan 

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti saat ini, yaitu : 

1. Penelitian karya Fauzul Kabir dengan judul “Pembatalan Akad Istishna’ 

Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di 

Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Barat”. Hasil penelitian dan 

pembahasan dalam skripsi ini adalah berfokus kepada cara pembatalan 

akad jual beli istishna’ yang dilakukan oleh pihak pemesan dimana 

pembatalan akadnya dilakukan secara lisan. Hal ini tentunya akan 

merugikan kedua belah pihak, karena yang berlaku selama ini pembayaran 

uang muka hanya dilakukan melalui selembar kwitansi, itu pun kalau tidak 

terlalu kenal orangnya. Bila saling mengenal perjanjian hanya bersifat atas 

kepercayaan saja.10 

Perbedaan skripsi Fauzul Kabir dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah jika skripsi Fauzul Kabir lebih membahas tentang  cara 

pembatalan akad yang sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan yang 

penulis teliti yaitu tentang akibat hukum yang akan timbul apabila akad 

jual beli dibatalkan. 

                                                 
10 Fauzul Kabir, Pembatalan Akad Istishna’ Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan 

Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Barat, Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2017.  



 

 

2. Penelitian karya Febyolla Puteri Bianca dengan judul “Analisis Hukum 

Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Pembatalan Sepihak Oleh 

Konsumen Go-Food di PT Go-Jek Indonesia – Surabaya”. Hasil penelitian 

dan pembahasan dalam skripsi ini adalah hukum dari pembatalan sepihak 

yang di lakukan oleh konsumen Go-Food ternyata dilarang menurut 

hukum positif dan di haramkan menurut hukum Islam.11 

Perbedaan skripsi  Febyolla Puteri Bianca dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah jika skripsi Febyolla Puteri Bianca lebih 

membahas tentang status hukum atas pembatalan sepihak itu sah atau tidak 

yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam . Sedangkan yang 

penulis teliti yaitu tentang akibat hukum yang akan timbul karena 

pembatalan akad yang dilakukan salah satu pihak 

3. Penelitian karya Umi Faikhah dengan judul “Pembatalan Akad Jual beli 

Bawang Merah Berpanjar Perspektif Islam: Studi Kasus di Desa Dukuhlo 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”. Hasil penelitian dan 

pembahasan dalam skripsi ini adalah hukum tentang jual beli dengan 

sistem panjar yang dibatalkan yang dikaji menurut hukum Islam serta 

membahas tentang status uang panjar akibat pembatalan akad jual beli 

dimana pada akhirnya uang panjar tersebut menjadi milik penjual.12 

                                                 
11 Febyolla Puteri Bianca, Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek 

Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT Go-Jek Indonesia – Surabaya, Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018. 
12 Umi Faikhah, Pembatalan Akad Jual beli Bawang Merah Berpanjar Perspektif Islam: 

Studi Kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Institut Agama Islam 

Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2017. 



 

 

Perbedaan skripsi Umi Faikhah dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah jika skripsi Umi Faikhah lebih membahas tentang 

status uang panjar akibat pembatalan akad jual beli akan menjadi milik 

penjual atau pembeli. Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang akibat 

hukum yang akan diterima oleh pihak yang membatalkan akad. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Jual Beli Pesanan (Istishna’) 

1. Pengertian Jual Beli 

Menurut etimologi atau bahasa jual beli disebut dengan al-bai’, al-

Tijarah, dan al-mubadalah.1  Jual beli diartikan dengan pertukaran sesuatu 

dengan sesuatu (yang lain). 2 

Secara terminologi atau istilah ada beberapa ulama yang 

mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau 

menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang 

dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan 

barang yang setara nilai dan manfaatnya setara dan membawa manfaat 

bagi masing-masing pihak.3 

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal 

ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an, Hadits dan 

Ijma’ Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli 

adalah sebagai berikut: 

الرِّبَوا  وَأَحَلَّ اللهُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ   
Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. 

                                                 
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 67. 
2 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73. 
3 Imam Mustofa, Kajian Fikih kontemporer (Yogyakarta: Idea Press yogyakarta, 2017), 

68. 



 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) 

hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat 

yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika 

dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan 

untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, 

maka Allah SWT akan melarangnya. 

Dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu 

Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz Bai’ menurut Lughat 

artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai’ 

menurut syara’ jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang 

dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan 

ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara’4. 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 tentang 

ketentuan umum, bai’ adalah jual beli antara benda dengan benda, atau 

pertukaran benda dengan uang.5 

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) dalam Pasal 1457 adalah suatu persetujuan dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, 

dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.6 

Berdasarkan definisi di atas peneliti menyimpulakan bahwa yang 

dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar benda atau barang yang 

                                                 
4 Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ummul Quro, Vol III No.2 / 

Agustus 2013, 60. 
5 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah., 15. 
6 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata., 356. 



 

 

mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak dengan akad 

tertentu, dengan tujuan untuk memiliki benda atau barang tersebut. 

2. Pengertian Jual Beli Pesana (Istishna’) 

Istishna’ adalah akad yang berasal dari bahasa Arab artinya buatan. 

Istishna’ ialah pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu 

dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang 

menerima pesanan.7 

Pengertian bai’ Istishna’ adalah akad jual barang pesanan diantara 

dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang 

dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya 

dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua 

belah pihak. Supaya akad istishna’ menjadi sah harga harus ditetapkan di 

awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas 

yang  telah disepakati bersama. Istishna’ hampir sama dengan Bai’ as-

salam. Bedanya, hanya terletak pada cara pembayarannya. Pada as-salam 

pembayarannya harus dimuka dan segera, sedangkan pembayaran istishna’ 

dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu 

pada masa yang akan datang.8 

Menurut fatwa DSN-MUI, jual beli istishna’ adalah akad jual beli 

dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan 

                                                 
7 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 118. 
8 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke-Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

113. 



 

 

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) 

dan penjual (pembuat, shani’).9  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli 

istishna’ adalah barang yang ingin dibeli biasanya belum ada (masih harus 

diproduksi) yang mana pembayarannya dapat dilakukan diawal, 

dipertengahan (cicilan/kredit), ataupun diakhir. 

3. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan (Istishna’) 

Dasar hukum jual beli istishna’ adalah sama dengan jual beli 

salam, karena ia merupakan bagian pada jual beli salam. Pada jual beli 

salam barang-barang yang akan dibeli sudah ada, tetapi belum berada di 

tempat. Pada jual beli istishna’ barangnya belum ada dan masih akan 

dibuat atau diproduksi.10 

Hukum bai’ al-Istishna’ adalah boleh karena dapat memberikan 

keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah. 

Adapun dalil yang membolehkan bai’ al-Istishna’ adalah sebagai berikut : 

a.  Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 282, yaitu: 

                      ... 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya... (Q.S. Al-Baqarah: 282)11
 

                                                 
9 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: RajaWali 

Pers, 2011), 126. 
10 Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna”, Jurnal Riset 

Akuntansi dan Bisnis, Vol 13 No. 2 / September 2013, 214. 
11  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), 37. 



 

 

b. As-Sunnah. 

 دَ أَنْ يَكْتُبَ إِلََ الْعَجَمِ عَنْ أنََسٍ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ نَبَِِّ الِله ص كَانَ أرَاَ
ََ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَ قْبَ لُوْنَ إِلاَّ كِتَاباً عَ  َنََعَ  ْْ ا ِِ ٌ   فاَ  ََ اً لَيْهِ  ا ََ

ةٍ   قاَلَ: كَأَنِِّّ انَْظرُُ  ِِ   رواِ مللم      إِلََ بَ يَا ضِهِ فِِ يَ مِنْ فِضَّ دِِ  
Artinya: Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan 

surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa 

raja- raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. 

Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan 

perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat 

menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim). 

 

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna‟ 

adalah akad yang dibolehkan. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada 

dasarnya umat Islam secara de-fakto telah bersepakat merajut 

konsensus (ijma‟) bahwa akad istishna‟ adalah akad yang dibenarkan 

dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau 

ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan 

untuk melarangnya.12 

c. Fatwa DSN-MUI 

Menurut MUI Dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah 

Nasional- Majelis Ulama Indonesia) nomor 06/DSN-MUI /IV / 2000 

menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) ketentuan dibolehkan: 

1) Ketentuan tentang Pembayaran, dimana alat bayar harus diketahui 

jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, 

                                                 
12 Enny Puji Lestari, “Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum 

Syariah”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02 No.1 / Mei 2014, 6-7. 



 

 

pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan,dan tidak 

boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 

2) Ketentuan tentang Barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui 

sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang 

dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (mustashni’) tidak 

boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar 

barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan 

dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 

kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk 

melanjutkan atau membatalkan akad 

3) Ketentuan Lain yaitu: Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai 

dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam 

jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual 

beli istishna’, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 

atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.13 

 

 

 

 

                                                 
13 Muhammad Rizki Hidayah dan Kholil Nawawi dan Suyud Arif, “Analisis 

Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Develover Property Syariah 

Bogor)”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 9 No.1 / Mei 2018, 5. 



 

 

4. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan (Istishna’) 

a. Rukun Jual Beli Pesanan (Istishna’) 

Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada 

sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan 

pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual 

dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli 

tidak mungkin terwujud.14 

Rukun istishna’ menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. 

Akan tetapi menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun istishna’ 

ada tiga, yaitu: 

1) Pihak yang Berakad 

a) Pembeli atau pemesan (mushtasni’), yaitu pihak yang 

membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan.  

b) Penjual (shani’), yatu pihak yang memproduksikan barang 

pesanan. 

2) Objek Akad 

a) Barang atau jasa dengan spesfikasinya yang dipesan (mashnu’). 

b) Harga atau modal (tsaman). 

3) Akad atau Shighat 

a) Serah (ijab), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang 

meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk 

membuatkan sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu. 

                                                 
14 Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna”, Jurnal Riset 

Akuntansi dan Bisnis., 205. 



 

 

b) Terima (qabul), yaitu jawaban dari pihak yang menerima 

pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta 

kewajibannya.15 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam 

Pasal 56, rukun jual beli terdiri atas: a. Pihak-pihak; b. Objek; dan c. 

Kesepakatan.16 Dalam jual beli istishna’ ini pihak-pihak yang 

dimaksud adalah pemesan dan penjual, objeknya adalah barang 

pesanan dan harga. Kemudian untuk kesepakatannya terjadi karena 

ada ijab qabul antara penjual dan pemesan barang. 

b. Syarat Jual Beli Pesanan (Istishna’) 

Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok 

tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, 

maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama 

suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka 

sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.17 

Adapun syarat jual beli istishna’, yaitu: 

1) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli istishna’ 

haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam 

melakukan jual beli. 

2) Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji. 

                                                 
15 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Selemba Empat, 

2009), edisi 2 revisi, 213. 
16 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah., 30. 
17 Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna”, Jurnal Riset 

Akuntansi dan Bisnis., 205. 

 



 

 

3) Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti: jenis, 

macam, ukuran, mutu, dan sifatnya, karena barang yang akan 

diperjual belikan harus diketahui dengan jelas. 

4) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang 

syara’ (najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau menimbulkan 

kemudhratan. 

5) Apabila isi akad disyaratkan shani’ (pembuat barang) hanya 

bekerja saja,maka akad ini bukan lagi Istishna’, tetapi menjadi 

akad ijarah (sewa-menyewa).18 

Sedangakan berdasarkan Fatwa yang mengatur tentang jual 

beli istishna’ yaitu Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/ IV/2000: 

1) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh. 

2) Objek akad:  

Ketentuan tentang pembayaran: 

a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 

uang, barang, atau mamfaat, demikian juga dengan cara 

pembayarannya.  

b) Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. 

Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli 

mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya 

akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.  

c) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.  

                                                 
18 Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam (Jakrta: Kencana, 2010), cet.ke-1, 55. 



 

 

d) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. 

Ketentuan tentang barang: 

a) Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, 

mutu) sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisian dapat 

dihindari.  

b) Barang pesanan diserahkan kemudian.  

c) Waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan.  

d) Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual.  

e) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis 

sesuai dengan kesepakatan.  

f) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 

kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) 

untuk melanjutkan atau mebatalkan akad.  

g) Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan 

kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan 

sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan 

kewajibannya sesuai dengan kesepakatan19 

Ketentuan-ketentuan jual beli istishna’ dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan pada pasal 104 sampai 

dengan pasal 108.  

                                                 
19 Enny Puji Lestari, “Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum 

Syariah”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah., 7-8. 



 

 

Dalam pasal 104 dijelaskan bahwa bai’ istishna’ mengikat 

setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Pasal 

105 menyebutkan bai’ istishna’ dapat dilakukan pada barang yang 

dapat dipesan. Sedangan dalam pasal 106 ditegaskan dalam bai’ 

istishna’, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai 

permintaan pemesan.20 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila para pihak telah 

sepakat mengenai barang yang dipesannya, jual beli istishna’ telah 

mengikat pada masing-masing pihak. Oleh karena itu, masing-masing 

pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan 

kesepakatan yang dibuat. Sedangkan mengenai barang dalam jual beli 

istishna’ ialah berupa barang yang dapat dipesan. Ketika barang sudah 

dipesan maka penjual harus membuat barang tersebut sesuai dengan 

permintaan pemesannya. 

Berlanjut dengan pembayaran harus dilakukan pada waktu dan 

tempat yang disepakati. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 107: 

pembayaran dalam bai’ istishna’ dilakukan pada waktu dan tempat 

yang disepakati.21 

Setelah terjadi akad jual beli pesanan maka mengikat para 

pihak. Jika objek barang tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka 

pembeli memiliki hak khiyar. Sebagaimana tersebut dalam pasal 108: 

                                                 
20 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah., 43. 
21 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah., 43. 



 

 

(1) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh 

tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. 

(2) Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan 

spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan 

(khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.22 

5. Harga dan Penetapan Waktu Penyerahan Barang  

Penetapan harga dalam jual beli istishna’ dapat berupa uang tunai, 

barang nyata atau hak atas pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi. 

Harga haruslah diketahui dimuka agar dapat menghindari ketidaktahuan 

dan perselisihan. Harga dalam transaksi jual beli istishna’ boleh berbeda-

beda sesuai dengan pesanannya. Tidak pula terdapat pertentangan 

mengenai jumlah penawaran yang harus dinegoisasikan, asalkan pada 

akhirnya hanya satu penawaran yang dipilih untuk menyelesaikan kontrak 

transaksi istishna’. 

Tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada 

keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada 

kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada 

suatu daerah (negara). pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan 

maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, maka 

pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. 

Namun demikian, harga dalam istishna’ dapat dikaitkan dengan waktu 

penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan 

                                                 
22 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah., 43. 



 

 

penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari 

keterlambatan.23 

6. Sifat Akad Istishna’ 

Istishna' adalah akad yang tidak mengikat (ghairi lazim), baik 

sebelum atau pun sesudah pembuatan barang pesanan. Setiap pihak 

memiliki hak pilih (hak khiyar) untuk melangsungkan, membatalkan atau 

meninggalkan akad tersebut, sebelum pemesan (mustashni') melihat 

barang yang dipesan. Jika pembuat (shani') menjual barang pesanan 

(mashnu') sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. 

Karena akad ini bersifat tidak mengikat. Di sisi lain, obyek akad dalam 

kontrak ini bukanlah barang yang telah dibuat, akan tetapi contoh dengan 

spesifikasi(miniatur) yang berada dalam tanggungan.24 

Jika pembuat telah membawa barang pesanan tersebut kepada 

pemesan dan telah dilihat olehnya, maka hak khiyar-nya menjadi gugur, 

karena ia telah merelakannya kepada pemesan, sehingga ia mengirimkan 

kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang pesanan yang dibawa 

oleh pembuat, ia tetap memiliki hak khiyar. Jika barang itu sesuai dengan 

keinginannya, maka kontrak akan berlangsung, dan jika tidak, maka 

kontrak batal adanya, hal ini menurut Abu Hanifah. Berbeda dengan Abu 

Yusuf, jika pemesan telah melihat barang pesanannya dan telah sesuai 

                                                 
23 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), 99. 
24 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), cet . ke-1, 225 



 

 

dengan spesifikasinya, maka akad ini menjadi lazim, pemesan tidak 

memiliki hak khiyar.25 

Jika pembuat datang kepada pemesan dengan membawa barang 

pesanan yang telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka 

hukum kontrak tersebut adalah munculnya kepemilikan yang tidak 

mengikat (ghair lazim) pada hak pemesan, sehingga ia memiliki pilihan 

untuk melihat (khiyar ru'yah). Jika ia telah melihatnya, maka ia bisa 

menentukan untuk meneruskan atau meninggalkan kontrak.26 

B. Akad   

1. Pengertian Akad 

Akad berasal dari kata al ‘aqd yang mempunyai beberapa arti 

diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat) 

sedangkan akad menurut beberapa ulama fiqh memiliki pengertian secara 

umum dan khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah 

setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik 

tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang 

memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk 

melakukan akad. Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan 

yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan qabul) yang menimbulkan 

pengaruh pada objek akad (kontrak).27 

                                                 
25 Dyah Agusta, “Perbedaan Jual Beli Salam Dengan Istishna’”, Jurnal Nuansa, Vol. 10 

No.2 / Juli-Desember 2013, 6. 
26 Dyah Agusta, “Perbedaan Jual Beli Salam Dengan Istishna’”., 7. 
27 Ruslan Abd Ghofur,” Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqih Muamalah”, 

Asas, Vol.2 No.2 / Juli 2010, 2. 



 

 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 

pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut 

dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau 

lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum 

tertentu. 28 

Pengertian perjanjian di dalam Buku III KUHPerdata diatur di 

dalam pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih.29 

2. Rukun dan Syarat Akad 

Untuk terbentuknya suatu akad diperlukan unsur pembentuk akad. 

Unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentuk adanya akad. 

Dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai unsur 

pembentuk tersebut yang terdiri dari rukun dan syarat. Dengan rukun, 

menurut mazhab jumhur (Maliki, Syafi'i dan Hambali), dimaksudkan 

sebagai unsur-unsur yang membentuk akad,yang dalam hal ini adalah: 

a. Al-‘Aqidain, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad 

b. Mahallul aqad, yaitu obyek akad atau sesuatu yang hendak diakadkan 

c. Shigat aqad, pernyataan kalimat akad berupa ijab dan qabul.30 

 

                                                 
28 Gemala Dewi dan Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 51-52. 
29 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata., 328. 
30 Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi 

Keuangan Syariah”, Jurnal Hukum Diktum, Vol 14, No 1 / Juli 2016, 51. 



 

 

Kemudian syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu : 

a. Syarat adanya (terbentuknya) akad, di mana apabila syarat ini tidak 

terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut 

batal. 

b. Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhi tidak 

berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan 

telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya, 

hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki 

kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut ahli-ahli 

hukum Hanafi disebut dengan akad fasid, dan harus dibatalkan. 

Pada suatu akad terdapat rukun yang menjadi syarat sah akad 

tersebut berlangsung, meliputi: 

a. Aqid (orang yang berakad) 

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang 

yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Syarat aqid ada dua, 

yang pertama ahliyyah yaitu kompetensi orang sehingga ia bisa 

dianggap cakap melakukan transaksi. Dalam fiqh, ahliyyah ini adalah 

seorang mukallaf atau mumayyis, dan berakal. Dengan demikian, 

transaksi anak kecil, orang gila, tidak sah karena tidak memiliki 

ahliyyah. 

Syarat aqid yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah hak 

dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar’i untuk 



 

 

melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang yang 

melakukan transaksi adalah pemilik asli, wali atau wakil atas suatu 

objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan 

transaksi.31 

b. Ma’qud Alaih (sesuatu yang diakadkan)  

Ma’qud Alaih baik berupa harga atau yang dihargakan. Ada 

beberapa syarat barang yang diakadkan yaitu : harus ada ketika akad 

dilakukan, harus berupa mal mutaqawin, harus dimiliki penuh 

pemiliknya, harus diserahterimakan, dan berupa barang yang suci 

(tidak najis).32 

c. Ijab Qabul 

Ijab Qabul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau 

kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Menurut 

ulama fiqh, ada beberapa syarat ijab qabul yaitu : adanya kejelasan 

maksud dari kedua belah pihak, adanya kesesuaian antara ijab dan 

qabul, berurutan, adanya satu majlis dan tidak ada penolakan.33 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 

rukun akad terdiri atas: 

a. Pihak-pihak yang berakad; 

Dalam suatu akad harus ada para pihak yang melakukan 

akad. Para pihak yang melakukan akad bisa perseorangan, 

kelompok, atau badan hukum yang memiliki kecakapan dalam 

                                                 
31 M. Noor Harisudin, Fiqih Muamalah I (Mangli : Pena Salsabila, 2014), 19. 
32 M. Noor Harisudin, Fiqih Muamalah I., 20. 
33 M. Noor Harisudin, Fiqih Muamalah I .,21. 



 

 

melakukan perbuatan hukum. Sebagimana termuat dalam pasal 23 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa : 

(1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, 

kelompok orang, persekutuan, atau badan hukum; 

(2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.34 

b. Objek akad; 

Objek dalam akad tidak menyimpang dari ketentuan yang 

berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah bahwa : 

(1) Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang 

dibutuhkan oleh masing-masing pihak. 

(2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat 

diserahterimakan.35 

c. Tujun pokok akad;  

Suatu akad dibuat berdasarkan apa yang diinginan oleh kedua 

belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli yang 

memiliki tujuan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

Jangan sampai para pihak tidak tahu untuk apa akad tersebut 

dibentuk. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25 ayat 1 Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa akad bertujuan 

                                                 
34 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah., 22. 
35 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah.,22 . 



 

 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha 

masing-masing pihak yang mengadakan akad.36 

d. Kesepakatan. 

Ketika para pihak berakad, maka harus ada kesepakatan dari 

masing-masing pihak. Jika salah satu pihak tidak bisa sepakat 

maka akad tidak bisa dibuat. Kesepakatan tersebut terjadi karena 

adanya ijab qabul oleh kedua belah pihak yang dilakukan secara 

jelas baik lisan, tulisan, maupun perbuatan. Sebagaimana 

dijelaskan dalam pasal 25 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah yang menyatakan bahwa sighat akad dapat dilakukan 

dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.37 

3. Tujuan Akad 

Akad bukanlah perikatan moril saja. Akan tetapi merupakan suatu 

perikatan hukum yang mengakibatkan hukum lain. Maka dari itu tujuan 

akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Apabila 

akad tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik 

atas barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik ini 

adalah akibat hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam 

akad jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasikannya perpindahan 

milik bila akad yang dilaksanakan merupakan akibat hukum pokok. 

Dengan kata lain, tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat 

                                                 
36 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah., 23. 
37 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah., 23. 



 

 

akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad 

dapat direalisasikannya.38 

Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. 

Yang dimaksud dengan maudh’ul aqad adalah almaqhudul ashly alladzy 

syara’a al-‘aqdu min ajlih (tujuan utama kenapa ditentukan adanya 

akad).39  

Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada 

waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut 

kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang 

menjadi tujuan akad dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya 

kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para fukaha menegaskan 

bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru’ 

(bertentangan dengan hukum syara’), sehingga menimbulkan 

kemudharatan maka hukumnya haram.. 40 

Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT 

dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits. Menurut 

ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan 

syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.41 

 

 

                                                 
38 Dahrul Muftadin, “Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya Dalam 

Transaksi syariah”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11 No. 1/Januari 2018, 106 
39 Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam 

Penerapan Salam dan Istisna”, Jurnal Hukum Diktum, Vol 14 No.2 / Desember 2016, 271. 
40 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2012), 90 
41 Gemala Dewi dan Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di 

Indonesia., 68. 



 

 

4. Pembatalan Akad 

Secara umum tentang pembatalan akad atau perjanjian tidak 

mungkin dilaksankan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua 

belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian 

pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila: 

a. Jika waktu perjanjian telah berakhir; 

b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan; dan 

c. Jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan (penipuan).42 

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) 

syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:  

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, 

yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang 

akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak 

boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, 

dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya 

paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat 

dibatalkan. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau 

cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUH 

Perdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu 

                                                 
42 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), 4. 



 

 

perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang 

berada dibawah pengampunan. 

c. Mengenai suatu hal tertentu 

Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu 

yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian 

dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, 

jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan 

dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira. 

d. Suatu sebab yang halal 

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan 

kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat 

pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua 

disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek 

hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini 

dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan.43 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam 

pasal 29 ayat (2), akad yang disepakati harus memuat ketentuan: 

a. Kesepakatan mengikatkan diri; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Terhadap suatu hal tertentu; 
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d. Suatu sebab yang halal menurut syariat.44 

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai 

ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah 

disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang 

lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah 

dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi 

dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian 

yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka 

berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. 

Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik 

kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali 

atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi 

diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup 

menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan 

secara sepihak.45 

Menurut Pasal 1266 KUHPerdata ada tiga hal yang harus 

diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan ini dapat dilakukan. Tiga 

syarat tersebut adalah: 

a. Perjanjian bersifat timbal balik 

b. Harus ada wanprestasi 
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Ekonomi Syariah.,24. 
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c. Harus dengan putusan hakim 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) 

pembatalan akad bisa terjadi karena sebagai berikut: 

1) Adanya paksaan  

Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang 

tidak diridainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Dalam Pasal 

32 dijelaskan bahwa paksaan dapat menyebabkan batalnya akad 

apabila: 

a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya; 

b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa 

akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak 

mematuhi perintah pemaksa tersebut; 

c. Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang 

diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorangan; 

d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta; 

e. Paksaan bersifat melawan hukum. 

2) Adanya penipuan 

Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya 

untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-

maslahatan-nya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Dalam Pasal 

34 dijelaskan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan suatu 

akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah 



 

 

sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak 

membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.46 

3) Adanya ingkar janji 

Ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, dimana pihak dapat 

dianggap melakukan ingkar janji apabila kesalahannya: 

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikannya; 

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan.47 

Pembatalan perjanjian yang dilakukan bisa terjadi karena adanya 

keadaan memaksa diluar kehendak para pihak. Menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 40 dijelaskan bahwa keadaan 

memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang 

mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Dalam pasal 

41 dijelaskan syarat keadaan memaksa atau darurat, seperti: 

a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak 

terduga oleh para pihak; 

b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pihak yang harus melaksanakan prestasi; 

                                                 
46 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., 24-25. 
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Ekonomi Syariah., 26. 



 

 

c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut diluar kesalahan 

pihak yang harus melakukan prestasi; 

d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad 

buruk.48 

Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak 

kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak 

sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, 

maka itu harus dikembalikan.49  

5. Akibat Hukum 

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan 

menimbulkan akibat. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah 

pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi 

perjanjian. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan 

menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian 

yang telah mereka buat sebelumnya. Akibat pembatalan perjanjian dapat 

di lihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang 

melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat 

dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang 

melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum. 
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Ekonomi Syariah., 27. 
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Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah 

satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap 

mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan 

pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan 

perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi 

merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak 

lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib 

mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang 

batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan 

perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. 

Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah 

pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk 

mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat 

mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan 

pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum 

perjanjian terjadi.50 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38, 

menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat 

dijatuhi sanksi: 

a. Membayar ganti rugi; 

b. Pembatalan akad; 

c. Peralihan risiko; 

                                                 
50 Yulia Dewitasari, “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila 

Terjadi Pembatalan Perjanjian”, Journal Ilmu Hukum, Vol 03 No.2 / Januari 2013, 4. 



 

 

d. Denda; dan/atau 

e. Membayar biaya perkara. 

Sedangkan dalam Pasal 39 KHES disebutkan bahwa sanksi 

pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: 

a. Pihak yang melakukan ingkar janji telah dinyatakan ingkar janji, 

tetap melakukan ingkar janji; 

b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan 

atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; 

c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa 

perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.51 

Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah 

satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian 

tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan 

tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang 

membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. 

Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak 

terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun 

ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum 

dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya 

pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak 

menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut 

hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan 

                                                 
51 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah., 26-27 



 

 

sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau 

mengadakan perjanjian diantara mereka.52 

  

                                                 
52 Gerry R. Weydekamp, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan 

Melawan Hukum”., 153-156. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan 

atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk 

menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang 

dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.65 Tujuan dari penelitian 

lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentan latar belakang 

keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, 

kelompok, lembaga atau masyarakat.66 Pada penelitian ini, objek 

penelitian yang diteliti yaitu rumah makan di kecamatan Metro Timur 

yaitu rumah makan Warung Nasi Teteh, rumah makan Sepakat, dan rumah 

makan Pondok Rasa Suroboyo. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Husein 

Umar deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung 

pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu 

                                                 
65 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), 96 
66 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), 46 



 

 

gejala tertentu.67 Sedangkan penelitian kualitatif merupakan proses 

eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, 

menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.68 “Penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan 

objek penelitian berdasarkan fakta-fakta atau sebagaimana adanya”.69 

Penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan akibat hukum terhadap pembeli atas 

pembatalan jual beli catering di rumah makan Warung Nasi Teteh, rumah 

makan Sepakat, dan rumah makan Pondok Rasa Suroboyo. 

B. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti 

dari sumber asli. Dalam hal ini maka perlu dilakukan dengan 

memerhatikan siapa sumber yang akan dijadikan objek penelitian.70 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik rumah makan dan 

konsumen rumah makan di kecamatan Metro Timur yang melakukan 

pembatalan pesanan. 

Pemilihan pemilik rumah makan sebagai sumber data primer pada 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan 

                                                 
67 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2009), 22 
68 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), 347 
69 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian., 44 
70 Muhammad, Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendeketan Kuantiatif, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2013), 103 



 

 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan 

melakukan penelitian tentang kualitas maknan, maka sampel sumber 

datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi 

politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang 

ahli politik.71Dalam hal ini teknik purposive sampling yang menjadi 

pertimbangannya yaitu: 

a. Rumah makan itu masuk di dalam lingkungan kecamatan Metro 

Timur. 

b. Berdiri lebih dari 3 tahun lamanya 

c. Rumah makan yang menerima pesanan catering 

d. Rumah makan yang pernah mengalami pembatalan pesanan. 

2. Sumber data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber 

data primer. Data yang dihasilkan dari data ini adalah data yang berasal 

dari orang lain atau berupa dokumen. Sumber data sekunder dapat 

membentu memberikan keterangan keterangan atau data pelengkap 

sebagai bahan pembanding.72 Sumber data sekunder merupakan sumber 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder dari penelitian ini 

berasal dari jurnal, dan buku-buku yang membahas tentang jual beli dan 

perjanjian. Seperti buku karya Mardani Hidayat dengan judul Fiqih 

Ekonomi Syariah, buku karya Siah Khosyi’ah dengan judul Fiqh 

                                                 
71 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2017), 144 
72 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013), 129 



 

 

Muamalah Perbandingan, buku karya Gemala Dewi, Widyaningsih, dan 

Yeni Salma Barlinti dengan judul Hukum Perikatan Islam di Indonesia.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.73  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam 

hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan 

pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.74 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi 

terstruktur. Pada wawancara semi terstruktur, mula-mula interviewer 

menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu 

per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut, dengan 

demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan 

keterangan yang lengkap dan mendalam.75  

                                                 
73 Sugiyono, Metode Penelitian., 455 
74 W.Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 119 
75 Ibid. 



 

 

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi dan 

bertanya langsung kepada informan para pedagang atau pemilik rumah 

makan dan konsumen yang melakukan pembatalan jual beli pesanan. 

2. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.76 Pada teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai lokasi penelitian melalui dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan yakni data 

pemilik rumah makan, data konsumen, dan sejarah tempat penelitian 

D. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.77 

Analisis data kualitatif dapat menggunakan metode/cara berfikir 

induktif maupun deduktif. Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang 

berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, 

kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik 

                                                 
76 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis., 476 
77 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis., 481 



 

 

secara generalisasi yang  mempunyai sifat umum. Sedangkan cara berfikir 

deduktif yakni sebaliknya, yaitu dari umum ke khusus.78  

Pada penelitian peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif 

dengan cara berfikir Induktif. Maka dalam menganalisis data, peneliti 

menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis 

dengan menggunakan cara berfikir Induktif yang berangkat dari informasi 

mengenai jual beli pada rumah makan di Kecamatan Metro Timur. Peneliti 

memilih tiga rumah makan yang mengalami pembatalan jual beli pesanan. 

Kemudian menggali informasi tentang proses pembatalan jual beli tersebut. 

Setelah informasi terkumpul peneliti menarik kesimpulan secara umum 

mengenai akibat hukum bagi pembeli yang melakukan pembatalan tersebut 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur 

Kecamatan Metro Timur merupakan salah satu kecamatan di kota 

Metro. Terdiri dari 5 kelurahan, yaitu kelurahan Iringmulyo, kelurahan Tejo 

Agung, kelurahan Tejosari, kelurahan Yosodadi dan kelurahan Yosorejo. 

Rumah makan yang tersebar di kecamatan Metro Timur ini sangat banyak 

karena wilayah tersebut merupakan kawasan pendidikan. Sehingga usaha 

rumah makan menjadi salah satu yang diminati. 

Peneliti meneliti tiga rumah makan yang tersebar dibeberapa 

kelurahan yang ada di kecamatan Metro Timur. Rumah makan yang dipilih 

tersebut merupakan rumah makan yang mengalami pembatalan pesanan. 

Untuk memperoleh informasi tersebut peneliti bertanya langsung kepada 

pemilik rumah makan yang tersebar di kecamatan Metro Timur. Rumah 

makan tersebut yaitu: 

1. Warung Nasi Teteh 

Rumah makan ini terletak di jalan Satelit I No.15 15A Iringmulyo 

Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Berdiri sejak tahun 2010 oleh 

bapak Irfan Pathullah dan ibu Euis. Diberi nama warung nasi Teteh 

karena Teteh merupakan panggilan akrab ibu Euis Sumiati yang 

merupakan orang Sunda asli.79 

                                                 
79 Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 November 

2019. 



 

 

Menu yang dijual di rumah makan ini ada beberapa macam. Ada 

nasi sayur, nasi urab, nasi kuning, nasi uduk, nasi goreng dan lontong 

sayur. Rumah makan ini juga menerima pesanan catering baik nasi kotak 

ataupun bungkus, serta menerima pesanan nasi tumpeng. Harga menu 

yang dijual di rumah makan ini sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Daftar harga menu makanan di rumah makan Warung Nasi Teteh80 

 

NO MENU MAKANAN HARGA 

1. Nasi Uduk Rp. 6000,- 

2. Nasi Uduk Telor Rp. 8000,- 

3. Nasi Urab Rp. 6000,- 

4. Nasi Urab Telor Rp. 8000,- 

5. Nasi Kuning Rp. 6000,- 

6. Nasi Kuning Telor Rp. 8000,- 

7. Nasi Ayam Rp. 10.000,- 

8. Nasi Ayam Komplit Rp. 13.000,- 

9. Ati Ampela Rp. 6000,- 

10. Ceker Rp. 2000,- 

11. Semur Jengkol Rp. 2000,-/ 3biji 

12. Es Teh Rp. 3000,- 

13. Kopi panas Rp. 3000,- 

 

                                                 
80 Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 November 

2019. 



 

 

Untuk pesanan nasi kotak harga disesuaikan sesuai dengan isi dari 

menu yang dipesan oleh pemesan. Begitupun untuk nasi tumpeng, harga 

disesuaikan dengan ukuran dan isi dari menu yang diminta oleh 

pemesan.81 

2. Rumah Makan Pondok Rasa Suroboyo 

Rumah makan ini terletak di jalan AH Nasution No. 85 Kelurahan 

Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Rumah makan ini 

mengusung makanan khas Surabaya. Pemilik rumah makan ini bernama 

Mita yang merupakan orang asli Surabaya.82 

Menu yang menjadi andalan di rumah makan ini adalah Rawon, 

Ayam Bakar, Soto Lamongan, Gado-gado dan Pecel Madiun. Selain 

menu ini, disini juga menjual berbagai menu makanan lainnya. Seperti 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.2 

Menu Makanan di Rumah Makan Pondok Rasa Suroboyo83 

  

NO. MENU MAKANAN  

1. Rawon Suroboyo Rasa Mantap 

2. Rawon Suroboyo+Empal 

3. Soto Daging Sapi 

                                                 
81 Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 November 

2019. 

 

 
82 Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 25 

November 2019. 
83 Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 25 

November 2019. 

 



 

 

4. Soto Lamongan Ayam kampung 

5. Sop Balung Sapi 

6. Kikil Sapi Asam Manis 

7. Ayam Kampung Goreng+Sambel lalapan 

8. Ayam Kampung Bakar+Sambel lalapan 

9. Pecel Lele+Sambel Lalapan 

10. Empal Penyet 

11. Kepala Ayam goreng 

12. Nasi Pecel Madiun+Empal 

13. Nasi Pecel Madiun 

14. Nasi Sambel Goreng Daging 

15. Nasi Goreng 

16. Mie Goreng 

17. Tempe/Tahu Penyet 

18. Gado-gado Jawa Timur 

19. Cah Kangkung Polos 

20. Cah Kangkung Terasi 

21. Cah Taoge Polos 

22. Cah Taoge Ikan Asin 

23. Sayur Asem 



 

 

Untuk pesanan nasi kotak harga disesuaikan sesuai dengan isi dari 

menu yang dipesan oleh pemesan. Biasanya dimulai dari harga 

Rp.15.000,- sampai dengan Rp. 30.000,-.84 

3. Rumah Makan Sepakat 

Rumah makan ini berada di jalan Raya Stadion No.20, Kelurahan 

Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Pemilik dari rumah 

makan ini bernama ibu Mainah. Rumah makan ini dikelola bersama 

dengan anak-anaknya ibu Mai dengan mengusung makanan masakan 

Padang.85  

Menu yang dijual di rumah makan ini sama halnya dengan rumah 

makan masakan padang lainnya. Ada rendang, aneka olahan ayam dan 

aneka sayuran lainnya.86 

Rumah makan ini juga menerima pesanan nasi kotak maupun 

bungkus dengan harga yang beragam. Untuk nasi kotak dengan lauk ayam 

goreng potong harganya Rp. 15.000,- sedangkan ayam kampung Rp. 

17.000.-. Nasi kotak dengan menu rendang di beri harga Rp.20.000,-.87 

 

 

                                                 
84 Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 25 
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85 Wawancara dengan Ibu Mainah, pemilik rumah makan Sepakat Tejo Agung, 25 

November 2019. 
86 Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 25 

November 2019. 
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B. Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Pada Rumah Makan di Kecamatan 

Metro Timur 

Pelaksanaan jual beli pesanan pada rumah makan yang tersebar di 

Kecamatan Metro Timur pada umumnya sama saja. Pembeli memesan 

pesanannya kepada penjual untuk dibuatkan dan penjual akan menyerahkan 

pesanannya pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sistem 

pembayarannya bisa langsung dilunasi saat memesan atau setelah pesanan 

dibuatkan. Biasanya pemesan akan membayar uang muka sebagai tanda jadi. 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di rumah makan Warung Nasi 

Teteh, peneliti mendapatkan poin penting sebagai bahan untuk diteliti dan 

dianalisis. Pemesan biasanya membayar uang muka sebagai tanda jadi bahwa 

dia benar-benar akan membeli pesanan tersebut. Akan tetapi, jika pembeli 

yang memesan sudah dikenal oleh penjual maka pembayaran uang muka 

sebagai tanda jadi tersebut jarang dilakukan dalam jual beli pesanan tersebut. 

Maka pada saat pembeli membatalkan pesanannya, penjual akan sangat 

dirugikan karena pemesan belum melakukan pembayaran.88 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Euis selaku pemilik rumah 

makan Warung Nasi Teteh, pembeli yang memesan dengan jumlah banyak 

diatas 50 bungkus atau kotak minimal harus memesan satu hari sebelumnya. 

Pembayaran dilakukan setelah pesanan sudah selesai dibuatkan atau ketika 

pembeli akan mengambil pesanan tersebut. Jika jumlah pesanan diatas 100 

bungkus atau kotak, maka penjual akan meminta uang muka agar pembeli 

                                                 
88 Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 

November 2019. 



 

 

yang memesan tersebut tidak membatalkan pesanannya. Uang muka tersebut 

juga digunakan sebagai modal untuk bahan-bahan makanan yang dipesan 

pembeli. Tidak ada patokan harga yang ditentukan dalam membayar uang 

muka tersebut, terkadang ada beberapa pemesan yang tidak membayar uang 

muka sebagai tanda jadi pesanan. Mereka yang memesan kebanyakan adalah 

pelanggan tetap walaupun tidak kenal satu per satu tetapi dari wajahnya sudah 

hafal. 89 

Pembatalan akad jual beli yang terjadi di rumah makan Warung Nasi 

Teteh ini dilakukan oleh pembeli yang sudah memesan sebanyak 54 nasi 

kotak dengan harga Rp.13.000,- perkotak untuk acara ulang tahun. Pembeli 

memesan 2 hari sebelumnya dengan membayar uang muka sebesar 

Rp.300.000,- dari jumlah seluruhnya seharga Rp.702.000,- yang didiskon 

oleh penjual menjadi Rp.700.000,-. Harga yang harus dibayarkan oleh 

pemesan masih tersisa Rp.400.000,-. Akan tetapi, pemesan membatalkan 

pesanannya 1 hari sebelum tanggal penyerahan pesanan tersebut dengan 

alasan acara ulang tahun batal dilakukan karena sakit. Penjual tidak bisa 

mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan oleh pembeli tadi karena 

sudah dibelanjakan bahan-bahan makanannya. Pembeli yang memesan 

tersebut awalnya tidak menerima keputusan penjual karena dia merasa masih 

ada waktu 1 hari lagi sampai pada penyerahan pesanan. Karena ada ihtikad 

baik dari pihak pembeli dengan cara mengajak pihak penjual bermusyawarah 

                                                 
89 Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 

November 2019. 



 

 

dimana pihak pembeli memberikan setengah dari uang muka tersebut, 

akhirnya uang muka tersebut di bagi dua antar pihak penjual dan pembeli. 90 

Kemudian peneliti juga mewawancarai seorang pembeli atau 

konsumen yang membatalkan pesanannya di rumah makan Warung Nasi 

Teteh diatas yang didapat dari hasil wawancara bersama ibu Euis selaku 

pemilik rumah makan tersebut. Menurutnya, pada saat itu beliau memesan 54 

nasi kotak untuk acara ulang tahun anaknya. Beliau memesan 2 hari sebelum 

acara diadakan, dimana acara tersebut dilaksanakan sore hari. Namun 

kemudian anaknya jatuh sakit sehingga acara tidak jadi dilaksanakan dan 

pesanan dibatalkan satu hari sebelumnya. Beliau membenarkan tidak terima 

jika uang muka tidak dikembalikan walaupun pada saat memesan di awal 

kesepakatan sudah diberi tahu oleh penjual. Tetapi beliau beranggapan bahwa 

masih ada waktu ketika pembatalan dilakukan, dimana beliau membatalkan 1 

hari sebelumnya di pagi hari sedangkan acaranya untuk hari besok di sore 

hari. Beliau juga beranggapan karena sudah menjadi pelanggan tetap di 

rumah makan tersebut. Akhirnya beliau mengajak pihak penjual untuk 

bermusyawarah dengan membagi dua saja uang muka yang sudah 

dibayarkan, sehingga kedua belah pihak tidak terlalu merasa dirugikan satu 

sama lain. Pihak penjual pun pada akhirnya menyetujuinya.91 

Peneliti juga mewawancarai rumah makan lain yang berada di 

kecamatan Metro Timur, yaitu ibu Mainah selaku pemilik rumah makan 

                                                 
90 Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 

November 2019 
91 Wawancara dengan Ibu Devi, konsumen di rumah makan Warung Nasi Teteh, 26 

November 2019. 



 

 

Sepakat. Menurutnya jika akan memesan makanan dalam jumlah banyak 

disini harus membayar uang muka berapapun sebagai tanda jadi agar tidak 

bisa dibatalkan seenaknya. Kecuali jika pesanan satu atau beberapa bungkus 

saja yang ditinggal dahulu oleh pembelinya kemudian diambil beberapa jam 

kemudian maka pesanannya masih diterima walaupun tanpa membayar uang 

muka. Jika terjadi pembatalan pesanan maka penjual tidak akan 

mengembalikan uang muka tersebut. Bahkan jika barang yang sudah 

dibelanjakan melebihi harga dari uang muka tersebut maka akan meminta 

ganti rugi.92  

Pembeli yang membatalkan pesanannya di rumah makan sepakat ini 

memesan nasi bungkus sebanyak 20 bungkus  dengan harga Rp. 15.000,- 

perbungkusnya. Jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan pembeli adalah 

Rp. 300.000,-. Pembeli memesan 1 hari sebelumnya dengan membayar uang 

muka sebesar Rp.100.000,-. Pesanan tersebut akan diserahkan pada siang hari 

di jam makan siang sekitar pukul 12.00 WIB, akan tetapi pada pagi harinya 

pembeli tersebut membatalkannya dengan alasan sudah dipesan oleh panitia 

yang lainnya di rumah makan lain. Pembeli  meminta maaf karena 

pembatalan tersebut yang terjadi karena tidak ada komunikasi antara panitia 

acara. Akhirnya pihak penjual tidak mengembalikan uang muka tersebut 

sebagai ganti rugi untuk bahan-bahan yang sudah disiapkan. Pihak pembeli 

pun menyetujuinya karena sudah ada kesepakatan diawal akad pemesanan.93 

                                                 
92 Wawancara dengan Mainah, pemilik rumah makan Sepakat Tejo Agung, 25 November 

2019. 
93 Wawancara dengan Mainah, pemilik rumah makan Sepakat Tejo Agung, 25 November 

2019. 



 

 

Peneliti juga mewawancarai ibu Mita selaku pemilik rumah makan 

Pondok Rasa Suroboyo, disini jika pembeli akan memesan baik dalam jumlah 

banyak maupun sedikit harus membayar uang muka. Jika terjadi pembatalan 

jual beli maka pembeli harus mau bertanggung jawab apapun alasan 

pembatalan tersebut.94   

Pembatalan yang terjadi di rumah makan ini dilakukan pembeli yang 

memesan nasi kotak sebanyak 10 kotak dengan harga Rp.20.000,- 

perkotaknya sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 200.000,-. Pembeli 

meminta agar pesanannya di siapkan 1 hari setelah pesanan itu disepakati dan 

akan diambil pukul 10.00 WIB. Pada malam sebelum penyerahan pesanan, 

pembeli tersebut membatalkan pesanannya dan meminta kembali uang muka 

yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 100.000,-. Tetapi penjual menolak untuk 

mengembalikan uang muka tersebut karena sudah ada kesepakatan di awal 

sebelum memesan dimana uang muka yang sudah dibayarkan untuk pesanan 

tidak bisa dikembalikan. Akhirnya uang muka tersebut menjadi milik 

penjual.95 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada rumah 

makan di kecamatan Metro Timur, yang diambil dari tiga rumah makan yang 

mengalami pembatalan jual beli tersebut. Peneliti mendapatkan informasi 

bahwa pembatalan jual beli pesanan yang dilakukan pembeli atau pemesan 

                                                 
94 Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 25 

November 2019. 

 
95 Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 25 

November 2019. 

 



 

 

kepada pihak penjual tersebut mengakibatkan timbulnya akibat hukum 

diantara kedua belah pihak. Dalam kasus diatas karena terjadi pembatalan 

tersebut kedua belah pihak saling merasa dirugikan. Pihak pembeli yang 

membatalkan merasa rugi karena uang muka yang sudah dibayarkan tidak 

bisa dikembalikan oleh penjal. Sedangkan pihak penjual juga merasa rugi 

karena sudah ada bahan-bahan yang disiapkan.  

C. Analisis Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Pada Rumah 

Makan di Kecamatan Metro Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

Jual beli yang dilakukan pada rumah makan di kecamatan Metro 

Timur merupakan jual beli pesanan. Dimana barang yang diperjual belikan 

belum ada karena harus dibuatkan terlebih dahulu sesuai dengan kemauan 

pembeli. Waktu penyerahan pesanan sesuai dengan kesepakatan yang 

ditentukan pada saat memesan. Pembayarannya bisa dibayarkan langsung di 

awal bisa juga diakhir yang biasanya membayar uang muka sebagai tanda jadi 

memesan. Jual beli pesanan seperti ini merupakan jual beli istishna’. Jual beli 

istishna’ merupakan jual beli yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan 

hadist di bawah ini:  

نْ يَكْتُبَ إِلََ الْعَجَمِ عَنْ أنََسٍ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ نَبَِِّ الِله ص كَانَ أرَاَدَ أَ 
ََ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَ قْبَ لُوْنَ إِلاَّ كِتَاباً عَلَيْ  اًهِ  ا ََ ََ َنََعَ  ْْ مِنْ  ا ِِ ٌ   فاَ 

ِِ   ر  ةٍ   قاَلَ: كَأَنِِّّ انَْظرُُ إِلََ بَ يَا ضِهِ فِِ يَدِِ واِ مللم      فِضَّ  
Artinya: Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat 

kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja- raja non-

Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun 

memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas 



 

 

menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih 

di tangan beliau.” (HR. Muslim).96 

 

Pesanan yang telah disepakati antara pihak pemesan atau pembeli 

dengan pihak penjual akan disiapkan oleh penjual sesuai dengan keinginan 

pembeli tersebut. Karena yang akan dibuatkan pesanannya berupa makanan 

yang sudah matang, maka penjual akan menyiapkan bahan-bahan makanan 

tersebut satu hari sebelum penyerahan pesanan itu untuk diolahkan. Oleh 

sebab itu jika terjadi pembatalan pesanan maka akan ada pihak yang 

dirugikan, terutama dari pihak penjual. Pembatalan pesanan tersebut akan 

menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak.  

Pembatalan yang terjadi di rumah makan Warung Nasi Teteh 

mengakibatkan uang muka yang sudah dibayarkan oleh pembeli sebesar Rp. 

300.000,-  harus dibagi dua dengan penjual karena kedua belah pihak tidak 

ingin ada yang dirugikan. Akan tetapi, kerugian tersebut sebenarnya masih 

dirasakan oleh penjual karena uang muka yang sudah dibagi dua tersebut 

tidak bisa mengganti seluruh bahan-bahan makanan yang sudah disiapkan.97 

Sedangkan pada dua rumah makan lainnya, yaitu rumah makan Sepakat dan 

Pondok Rasa Suroboyo sama-sama tidak mengembalikan uang muka tersebut 

kepada pembeli yang membatalkan pesanannya sebagai bentuk dari ganti 

rugi. Pada rumah makan Sepakat pembeli telah membayar uang muka sebesar 

                                                 
96 Enny Puji Lestari, “Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum 

Syariah”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02 No.1 / Mei 2014, 6-7. 
97 Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 

November 2019 



 

 

Rp. 100.000,- dari jumlah keseluran sebesar Rp. 300.000,-. 98Sedangkan di 

rumah makan Pondok Rasa Suroboya, pembeli telah membayar uang muka 

sebesar Rp. 100.000,- dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 200.000,-. 99 

Kesepakatan telah terjadi diantara pihak penjual dan pembeli ketika 

melakukan pesanan, dimana jumlah pesanan, harga, dan waktu penyerahan 

dan menu makanan yang dipesan sudah ditentukan. Maka jual beli pesanan 

ini telah mengikat diantara kedua belah pihak. Seperti pada pasal 104 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan  bahwa bai’ istishna’ 

mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.100 

Pembeli yang membatalkan pesanan memang seharusnya tidak 

meminta kembali uang muka yang sudah dibayarkan sebagai tanda jadi 

pesanan. Hal ini disebabkan karena pembeli tersebut membatalkan perjanjian 

secara sepihak yang pasti akan merugikan pihak penjual. Pihak penjual pasti 

sudah menyiapkan bahan-bahan makanan untuk diolah esok harinya karena 

pembatalan dilakukan satu hari sebelum waktu penyerahan pesanan.  

Akan tetapi di dalam jual beli istishna’ pembeli memiliki hak khiyar 

atau hak pilih untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Hal ini karena 

akad dalam jual beli istishna’ merupakan akad yang tidak mengikat (ghairi 

                                                 
98 Wawancara dengan Ibu Mainah, pemilik pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 

November 2019 
99 Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 

November 2019 
100 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah., 43. 



 

 

lazim). Menurut Abu Hanifah, jika barang sesuai dengan keinginannya, maka 

kontrak akan berlanjut dan jika tidak, maka kontrak batal adanya.101 

Pembatalan yang terjadi di rumah makan Warung Nasu Tereh, 

Sepakat, dan Pondok Rasa Suroboyo di lakukan sepihak oleh pembeli. 

Sedangkan penjual telah berusaha melaksanakan kewajibannya untuk 

memenuhi pesanan sesuai kesepakatan. Pembeli juga telah membayar uang 

muka sebagai tanda jadi pesanan. oleh sebab itu, hak khiyar yang dimiliki 

oleh pembeli tidak berlaku kerena penjual telah memenuhi pesanan sesuai 

keinginan pembeli. 

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai 

ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah 

disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Terhadap perjanjian yang 

dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, 

maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang 

dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi 

kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Menurut 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38, menyatakan bahwa pihak 

dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: 

f. Membayar ganti rugi; 

g. Pembatalan akad; 

h. Peralihan risiko; 

i. Denda; dan/atau 

                                                 
101 Dyah Agusta, “Perbedaan Jual Beli Salam Dengan Istishna’”, Jurnal Nuansa, Vol. 10 

No.2 / Juli-Desember 2013, 6. 



 

 

j. Membayar biaya perkara.102 

Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak 

terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun 

ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan 

sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan 

perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan 

akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para 

pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap 

tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka.103 

Pejual telah melaksanakan perjanjian karena sudah menyiapkan 

bahan-bahan makanan yang akan dioalah esok harinya. Oleh sebab itu, 

penjual tidak mengembalikan uang muka tersebut merupakan hal yang 

diperbolehkan karena sebagai bentuk ganti rugi dari pembeli yang 

membatalkan secara sepihak. 

Akad jual beli pada rumah makan di kecamatan Metro Timur ini 

sudah memenuhi rukun jual beli. Dimana ada para pihak yang berakad yaitu 

penjual dan pembeli, objek akad yaitu makanan yang dipesan sesuai 

spesifikasi dan harga pesanan, kemudian kesepakatan. Seperti yang 

disebutkan dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual 

beli terdiri atas: a. Pihak-pihak; b. Objek; dan c. Kesepakatan.104 

                                                 
102 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah., 26. 
103 Gerry R. Weydekamp, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan 

Melawan Hukum”., 153-156. 
104 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah., 30. 



 

 

 Adapun syarat jual beli istishna’, yaitu: 

6) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli istishna’ haruslah 

yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli. 

7) Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji. 

8) Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti: jenis, macam, 

ukuran, mutu, dan sifatnya, karena barang yang akan diperjual belikan 

harus diketahui dengan jelas. 

9) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara’ 

(najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudhratan. 

10) Apabila isi akad disyaratkan shani’ (pembuat barang) hanya bekerja 

saja,maka akad ini bukan lagi Istishna’, tetapi menjadi akad ijarah 

(sewa-menyewa).105 

Pembatalan yang dilakukan oleh pembeli pada rumah makan di 

kecamtan Metro Timur telah melanggar syarat dari jual beli istishna’. 

Pembeli tersebut mengingkari janji kepada penjual karena setelah terjadi 

sepakat kemudian satu hari sebelum waktu pembayaran membatalkan 

pesanan. 

Pembayaran pesanan dilakukan dengan cara membayar uang muka 

terlebih dahulu sebagai tanda jadi pesanan kemudian akan dilunasi setelah 

pesanan diterima oleh pembeli merupakan hal yang diperbolehkan di dalam 

jual beli pesanan ini. Jual beli Istishna’ adalah akad jual barang pesanan 

diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang 

                                                 
105 Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam (Jakrta: Kencana, 2010), cet.ke-1, 55. 



 

 

yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya 

dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah 

pihak. Supaya akad istishna’ menjadi sah harga harus ditetapkan di awal 

sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang  

telah disepakati bersama.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke-Praktek (Jakarta: Gema Insani, 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka Penulis 

menyimpulkan bahwa penjual meminta ganti rugi kepada pembeli yang 

membatalkan pesanan secara sepihak dengan cara tidak mengembalikan 

uang muka yang sudah dibayarkan pembeli merupakan hal yang 

diperbolehkan munurut Hukum Ekonomi Syariah.  

Pembeli harus menerima akibat hukum atas pembatalan pesanan 

catering tersebut karena jual beli telah mengikat diantara pihak penjual dan 

pembeli. Kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan di awal jual beli 

pesanan dilakukan. 

B. Saran 

Kepada pihak pembeli seharusnya uang muka tersebut tidak perlu 

diminta kembali untuk mengganti bahan-bahan yang sudah dibelanjakan. 

Pembeli seharusnya membayar kerugian yang dialami penjual karena pesanan 

tiba-tiba dibatalkan terlebih jika pesanan sudah jadi dibuatkan. Uang muka 

saja tidak cukup mengganti kerugian yang dialami penjual karena biasanya 

pembeli hanya membayar uang muka sekitar 10%-30% dari harga 

keseluruhan. 
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